
 

BUPATI BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN DAERAH  

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BLITAR, 

 

Menimbang : 

 

a.  bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1) 

dan ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor: 4/E); 

  b.  bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan 

telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya  

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan  dan  Susunan Perangkat 

Daerah   Kabupaten   Blitar,  maka  Peraturan Daerah 
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Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 perlu 

diubah/disesuaikan; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 

2021. 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2730); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
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  6.  Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  7.  Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  8.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  9.  Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  10.  Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  11.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  17.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 20105-2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

  18.  Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;  
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  19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

  20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

  21.  Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 67 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau 

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 

  22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  23.  Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 

Nomor 1/C); 

  24.  Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E). 

  25.  Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 

2016 Nomoe 4/E); 
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  26.  Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 

2016 Nomor 10/D Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 17). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BLITAR 

Dan 

BUPATI BLITAR 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 – 2021. 

 

Pasal I  

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 

Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Blitar Tahun 2016 Nomor 202-4/2016) diubah sebagai berikut: 

 

Pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal II  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Blitar. 

 

                                                      Ditetapkan di Blitar 

                                                                      pada tanggal  26 Oktober 2017                   

BUPATI BLITAR, 

ttd 

 

RIJANTO 

 

 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 26 oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 
 

ttd 

 

              TOTOK SUBIHANDONO 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 2/E 

 
 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 357-7/2017  
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PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN DAERAH  

NOMOR  7  TAHUN 2017 

TENTANG  

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BLITAR 

TAHUN 2016-2021 

 

EN I. UMUM 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 

Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah 

terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-

program perangkat daerah disertai kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD menjadi 

acuan dan dijabarkan setiap tahun kedalam RKPD yang selanjutnya  

menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (R-APBD). Oleh karena RKPD disusun berpedoman pada 

RPJMD, maka program pemerintah daerah yang disusun dalam RKPD harus 

konsisten dengan program, indikator kinerja outcome, serta perangkat 

daerah penanggung jawab yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang 

RPJMD. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditindaklanjuti dengan 

ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.  

Diajukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar 

Tahun 2016-2021 ini untuk melakukan penyesuaian, sinkronisasi dan 

harmonisasi dengan peraturan perundang undangan khususnya  yang 

mengatur susunan perangkat daerah yang baru . 

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-

2021 akan menjadi rujukan/acuan bagi perangkat daerah untuk melakukan 

perubahan dokumen perencanaan strategis dan sebagai pedoman untuk 

menyusun dokumen perencanaan tahunan. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

 cukup jelas 

Pasal II 

 cukup jelas 

 

  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : 25 


